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PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

SYARIAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf d
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 148 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank
Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
dan Pasal 114 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Pasal 7 ayat (7)
huruf a UNdnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Kota Bengkulu.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4756);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 486);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota
Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik
Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024
tentang Bank Peerekonomian Rakyat dan Bank
Perekonomian Rakyat Syariah Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Menetapkan

dan
WALI KOTA BENGKULU,
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 09 TAHUN
2017 TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Walikota Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bengkulu.

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Bank
Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya
disebut BPRS adalah bank pembiayaan rakyat
syariah milik pemerintah Kota Bengkulu yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4 )(

L
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6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah organ Perseroan BPRS yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris atau dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran
dasar.

7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat
DPS adalah dewan yang bertugas memberikan
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggungjawab penuhatas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan BPRS serta mewakili Perseroan
BPRS, baik di dalam maupun di luar Pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umumn
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan
Terbatas (PT.} Bank Perekonomian Rakyat Syariah
FADHILAH Kota Bengkulu (Perseroda) yang disingkat
dengan sebutan Bank FADHILAH.

(2) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Wali Kota
mengajukan pembuatan akta pendirian PT. Bank
Perekonomian Rakyat Syariah FADHILAH Kota
Bengkulu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Notaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Organisasi PT. BPRS Fadhilah terdiri dari:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut perihal tugas pokok dan fungsi
serta rincian tugas organisasi PT. BPRS FADHILAH
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga. é X
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Agustus 202%

WALI KOTA BENGKULU,

A

X DEDY WAHYUDI
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Agustws 202%

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

TONY ELFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR ..1.......

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(1/8/2025)



